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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian PP 46/2013 dengan UU No. 

36 Tahun 2008, mengkaji sistem pelaporan pajak dalam PP 46/2013, mengkaji 

biaya kepatuhan yang ditanggung WP pengusaha tertentu dalam menerapkan PP 

46/2013, dan mengkaji signifikansi penerimaan pajak dari sektor UMKM dalam 

meningkatkan rasio pajak Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari riset, 

dokumentasi, dan wawancara pada objek penelitian atau yang terkait langsung 

dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan dalam 

PP 46/2013 dan UU No. 36 Tahun 2008 yaitu dalam hal tarif pajak, metode 

perhitungan dan jumlah PPh terutang. PP 46/2013 juga tidak sesuai dengan asas 

kesetaraan karena WP dengan PhKP kecil harus membayar pajak lebih besar 

sedangkan WP dengan PhKP besar sebaliknya sehingga penerapan PP 46/2013 

belum memaksimalkan penerimaan pajak dari seluruh kategori UMKM. Dalam 

menerapkan PP 46/2013 juga menimbulkan adanya biaya kepatuhan yaitu dalam 

legalisasi SKB. Penerapan PP 46/2013 terhadap penerimaan pajak tidak signifikan 

apabila karena peningkatan rasio pajak juga disebabkan oleh faktor lainnya dan 

PP 46/2013 bukanlah peraturan pertama yang mengenakan PPh pada industri 

UMKM. 

  

Kata kunci:  Pajak Penghasilan (PPh), PP 46/2013, UMKM, UU No. 36 Tahun 

2008, biaya kepatuhan, rasio pajak. 



 

 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF  
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the congruity between PP 46/2013 and UU No. 

36 Tahun 2008, to review the tax reporting system under PP 46/2013, to review 

the compliance costs by implementing PP 46/2013, and to review the significance 

of  SMEs tax revenue in order to enhance the tax ratio.The method used for this 

research is descriptive qualitative. The research data are collected from 

documentations, and by interviewing  taxpayer. One of the result of this research 

is there are inconguities between PP 46/2013 and UU No. 36 Tahun 2008 in 

terms of tax rate, calculation method and the amount of income tax. Then, PP 

46/2013 also is not in accordance with equality principle because lower taxable 

income taxpayers have to pay more under PP 46/2013, while taxpayers with 

higher taxable income pay less. The implementation of PP 46/2013 has not 

maximize the tax revenue from all categories of SMEs. During implementing  PP 

46/2013 there are compliance costs because of the legalization of SKB. This PP 

46/2013 implementation is not significant to improve tax ratio because there are 

several factors that may cause the enhancement of tax ratio and this PP 46/2013 

is not the first regulation that taxing the income of SMEs. 

 

Keywords:  Income Tax, PP 46/2013, SMEs, UU No. 36 Tahun 2008, 

compliance costs, tax ratio. 
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